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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM 

PENGADILAN NEGERI KEDIRI DALAM PERKARA TINDAK 

PIDANA PEMALSUAN UANG 

 

A. Analisis  terhadap Pertimbangan Hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri 

Kediri dalam Penetapan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang 

       Indonesia adalah negara hukum dengan seperangkat aturan yang mengatur 

segala tingkah laku manusia didalamnya. Hukum mempunyai fungsi untuk 

memaksa seseorang untuk mentaati segala aturan didalamnya demi kepentingan 

bersama. Sebagai warga negara Indonesia kita wajib mematuhi segala aturan 

yang ada, aturan-aturan itu berupa undang-undang yang disusun oleh dewan 

legislatif yang bertujuan untuk membatasi perilaku masyarakat agar tidak 

merugikan pihak manapun. 

       Segala perilaku yang tidak sesuai dengan perundang-undangan Indonesia 

yang mampu mengakibatkan dan menimbulkan suatu kerugian dan keresahan 

masyarakat dikatakan sebagai tindak pidana. Kerugian itu bisa dirasakan oleh 

masyarakat secara individu atau kelompok. 

       Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dijadikan 

sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan 

putusan juga sangat penting untuk melihat  bagaimana putusan yang dijatuhkan 
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itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum 

dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi 

yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah 

ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan 

kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi narapidana. 

       Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Hakim 

membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan dari putusan 

pengadilan negeri Kediri, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pemalsuan uang cenderung menggunkan pertimbangan yang 

bersifat yuridis dibandingan dengan yang bersifat non yuridis. 

1. Pertimbangan yuridis 

       Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbanga hakim yang 

didasarka pada fakor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh 

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam 

putusan. Pertimbangan  yang bersifat yuridis diantaranya:1 

a. Dakwaan jaksa penuntut umum. 

       Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak 

pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik 

dari hasil pemeriksaan penyidikan\, dan merupakan  dasar serta landasan 

                                                           
1 Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf, diakses minggu, 30 Juli 2016. 
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bagi hakim dalam pemeriksan dimuka pengadilan.2 Dakwaan merupakan 

dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di 

persidangan dilakukan (pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun 

sebuah surat dakwaan hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-

syarat formil dan materiilnya.3 Dakwaan berisi tentang identitas 

terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya 

tindak pidana dan memuat pasal yag dilanggar (pasal 143 ayat (2) 

KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan 

pendahuluan yang yang disusun tunggal, komulatif, alternatif, maupun 

subsidair.4 Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih 

mungkin melakukan suatu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai 

pembuat uang palsu. Kalau lebih dari satu perbuatan tindak pidana 

misalnya ketika tertangkap mencetak uang palsu ditemukan juga senjata 

api dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu 

dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua 

ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila 

penuntut umum ragu dalam menentukan peraturan hukum  pidana yang 

akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya 

telah terbukti. Surat dakwaan subsidair adalah surat dakwaan yang 

                                                           
2 Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana  Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2010), 65. 
3 Ibid., 66. 
4 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 

2006), 125. 
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terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang 

berurutan mulai dari ancaman hukuman yang terberat sampai kepada 

tindak pidana yang paling ringan. Subsidair ini dimaksudkan sebagai 

susunan dakwaan pengganti (with the alternative of) dengan maksud 

dakwaan subsidair menggantikan yang primair itu tidak terbukti 

dipersidangan pengadilan.5 

       Dalam putusan pengadilan negeri Kediri yang diteliti dalam 

penulisan skripsi ini, semuanya menyebutkan bahwa dakwaan penuntut 

umum yang menuntut terdakwa dengan pasal 36 ayat 1 UU no. 7 tahun 

2011 tentang mata uang dan tuntutan hukuman penjaea selama 3 tahun 

penajara dan denda sebesar 1jt rupiah, sebagai bahan pertimbangan 

pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak 

pidana pemalsuan uang. Dalam Putusan pengadilan negeri Kediri 

tuntutan jaksa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tuntutan 

alternatif, karena dalam putusan pengadilan negeri Kediri hakim dapat 

memilih langsung tuntutan yang berdasarkan pada UU no. 7 tahun 201 

tentang mata uang. 

2. Tuntutan  pidana. 

       Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jensi-jenis dan beratnya 

pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum 

                                                           
5 Nikolas Simanjuntak,  Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, (Jakarta: Ghalia, 2009), 142. 



77 
 

untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan 

karena terbukti melakukan tindak pidana yang mana jaksa penuntut 

umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut.6  

       Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penunut umum disesuaikan 

dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses 

pembuktian dalam persidangan yang disesuaikan pula dengan bentuk 

dakwaan yang digunakan oleh jaksa-jaksa penuntut umum. Sebelum 

sampai pada tuntutannya didalam requisitor  itu biasanya penuntut 

umum menjelskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana 

yang ia dakwakan kepada terdakwa  dengan memberikan alasan tentang 

anggapannya tersebut.  

       Pada putusan pengadilan negeri Kediri yang penulis analisis jaksa 

penuntut umum menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa dengan tuntutan 

kurungan penjara selama 3 tahun dengan denda 1 juta rupiah. Dalam 

tuntutannya jaksa penuntut menjelaskan unusur-unsur tindak pidana 

yang didakwakan kepada tersangka berdasarkan UU no. 7 tahu 2011 

tentang mata uang. 

b. Keterangan saksi. 

       Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana 

yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana 

                                                           
6 Tambah Sembiring, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri, (Medan: USS Press, 

1993), 59. 
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yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 

pengetahuannya itu,7 keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang 

diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP.  

       Terdapat 5 keterangan saksi dan 1 keterangan saksi ahli dalam 

putusan yang diteliti penulis, saksi disini mampu mempermudah jaksa 

penuntut umum serta hakim dalam menjatuhkan tuntutan kepada 

terdakwa.  

c. Keterangan terdakwa. 

        Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa 

digolongkan kepada barang bukti. Keterangan terdakwa adalah  apa yang 

dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau 

yang dia ketahui sendiri, atau yang dia alami sendiri hal ini diatur dalam 

pasal 189 KUHAP.8 

       Keterangan terdakwa dalam putusan pengadilan negeri Kediri 

merupakan pengakuan yang terucap dari mulut terdakwa yang 

menyatakan dirinya benar-benar melakukan suatu tindak pidana. Dan hal 

ini sangat membantu dalam proses persidangan. 

d. Barang-barang bukti. 

                                                           
7 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung: 

PT. Alumni, 2007), 169. 
8 Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, 2008), 25. 
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       Barang bukti adalah barang yang dipergunkan terdakwa untuk 

melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu 

tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai alat bukti yang diajukan 

dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, 

keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan 

keterangan terdakwa.9 

       Terdapat beberapa barang bukti yang terdapat dalam putusan 

pengadilan negeri Kediri yang dalam hal menjadikan suatu acuan dalam 

memutus perkara pidana pemalsuan uang, barang bukti itu diantaranya 

adalah 5 lembar uang kertas pecaha Rp. 50.000 yag diduga uang palsu 

serta barang-barang yang diduga sebagai alat untuk membuat uang palsu. 

e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang mata uang. 

       Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang 

dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Menurut pasal 

197 huruf e KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan  

pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum 

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 

       Keseluruhan putusan hakim yang diteliti dalam skripsi ini, memuat 

pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang mata uang yang 

                                                           
9 Ansori Sabuan dkk, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Angkasa, 1990), 182 
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dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang 

mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut 

umum pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, 

yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta 

hukum. 

3. Pertimbangan non yuridis. 

       Didalam menjatuhkan hukuman pertimbangan yuridis tidaklah cukup 

untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, hal itu tidak cukup 

tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, 

psikologis, kriminologis, dan filosofis. Aspek sosiologis berguna untuk 

mengkaji latar belakang sosial mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, 

aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada 

saat terdakwa melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana, aspek 

kriminologis diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab terdakwa melakukan 

tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku terdakwa yang melakukan 

tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan 

putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan terdakwa.10 

4. Pertimbagan yang memberatkan dan meringankan 

       Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan uang di 

pengadilan negeri Kediri yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang 

                                                           
10 Ibid., 185. 
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memeberatkan dan meringankan. Hal ini termuat dalam dalam pasal 197 

ayat (1) KUHAP yang menyebutkan  putusan pemidanaan memuat keadaan 

yang memberatkan  dan meringankan terdakwa.  

a. Hal-hal yang memberatkan pidana dalam KUHP 

       KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memeberatkan 

pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (pasal 52 KUHP), recidive 

atau pengulangan, dan gabungan atau samenloop (titel 6 buku 1 KUHP).  

1. Jabatan 

       Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP 

yang rumusannya adalah “bilamana seorang pejabat karena 

melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari 

jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai 

kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena 

jabatannya, pidanyanya dapat ditambah sepertiga.” Dasar 

pemberatan pidana tersebut dalam pasal 52 KUHP adalah terletak 

pada keadaan dari kualitas pejabat. 

2. Pengulangan (Recidive) 

       Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara 

umum dalam “Aturan umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus 

untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan 

didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. 
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Disamping itu KUHP menganut sistem Recidive khusus yaitu 

pemberatan tindak pidana hanya dikenakan pada pengulangan  jenis-

jenis tindak pidana (kejahatan / pelanggaran) tentu saja dan yang 

dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.11 

3. Penggabungan ( Concursus/ Samenloop) 

       Concursus/ Samenloop adalah satu orang melakukan beberapa 

perbuatan kejahatan atau pelanggaran dan beberapa delik belum 

dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan 

diadili sekaligus .12 

b. Hal-hal yang memberatkan pada putusan pengadilan 

       Hal-hal yang memeberatkan yang dipertimbangkan oleh hakim 

untuk menjatuhkan pidana dari putusan pengadilan negei Kediri yang 

diteliti dalam skripsi ini terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan 

uang, yaitu: 

1. Merugikan perekonomian negara 

      Dalam putusan pengadilan negeri Kediri yang diteliti dalam 

penulisan skripsi ini memut hal yang memberatkan adalah perbuatan 

terdakwa dapat merugikan perekonomian negara, hal tersebut 

terdapat pada putusan pengadilan negeri kediri dengan nomor 

register 137/pid.sus/2014/pn.Kdr. 

                                                           
11 Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum,…, 30. 
12 Ibid., 31 
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c. Hal-hal yang meringankan 

       Hal-hal yang dapat meringankan dalam persidangan adalah: 

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 

2. Terdakwa belum pernah dihukum. 

        Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang lebih 

cenderung kepada pertimbangan yuridis. Dalam pertimbangan hakim tidak 

ada mengurai mengenai pertimbangan non yuridis. Proses penegakan hukum 

pidana pemalsuan uang yang muaranya putusan hakim dipengadilan negeri 

Kediri sebagaimana terjadi pada saat ini, cenderung meninggalkan 

pandangan terdakwa sebagai pencetak uang palsu. Para pihak terkait antara 

lain jaksa penuntut umum dan hakim melalui alat bukti yang cenderung 

difokuskan pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap 

terdakwa. Proses peradilan lebih fokus terhadap perbuatan terdakwa yang 

memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan uang. Dalam proses seperti ini 

menunjukkan hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan 

mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnya 

dan perlindungan hak asasi manusia tidak seluruhnya tercapai. 
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B.  Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang 

berdasarkan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang   

       UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dibuat dalam rangka untuk 

mengatur tingkah laku manusia dalam hal yang berkitan dengan mata uang 

(Rupiah). Hal-hal yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2011 salah satunya 

terdapat pada pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) tentang larangan memalsu, 

menyimpan secara fisik serta memebelanjakan uang yang diketahuinya adalah 

uang palsu. 

       UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang ini dibuat sudah sesuai dengan 

syariat hukum Islam. Syariat Islam ditetapkan bukan untuk kepentingan Allah, 

melainkan untuk kepentingan manusia. Manusialah yang akan menikmati akibat 

baik dari kepatuhan mereka terhadap aturan syariat, dan manusialah yang 

nantinya akan menuai semua akibat buruk dari setiap perbuatan yang di 

lakukannya selama perbuatan itu dilarang oleh syariat. 

       Salah satu tindak pidana yang diatur oleh UU No. 7 tahun 2011 pasal 26 

ayat (1), (2), dan (3) yang berisikan tentang larangan memalsu, menyimpan 

secara fisik serta membelanjakan uang yang diketahuinya ialah uang palsu 

merupakan suatu tindakan penipuan yang dilarang dalam syariat Islam, kerena 

Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dalam bidang apapun. 

       Pada dasarnya pemalsuan uang adalah sebuah kejahatan penipuan yang di 

mana sanksi yang harus di terapkan dalam tindak pidana ini adalah sanksi yang 
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berupa ta’zi>r. Ta’zi>r  adalah sanksi yang tidak diatur dalam nash al-Qur’an dan 

hadis yang penetapannya di berikan kepada Khalifah. Tindakan-tindakan yang 

sanksinya diatur dalam al-Qur’an dan hadis yang berupa hukuman had 

diantaranya adalah zina, Qadzaf, khamr, Syi>rqa|h, hira>bah, bughat, pembunuhan 

dan riddah. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aishah berbunyi: 

ا:ْْقَالَْْوَسَل مَْْعَليَ هِْْاللهْْصَل ىْالن بِيْ ْأنَْ ْعَن هَاْاللهْْرَضِىَْْْعَائِشَةَْْوَعَنْ  لهو  ْذوَِىْأقَيِ 

ْْتِهِمْ ْعَثرََاْال هَي ئاَتِْ دَْْإِلّ  دهو   (.والبيهقىْوالنسائىْداودْأبوْوْأحمدْرواه)ْال حه

Dari Aishah ra. Bahwa Nabi sw. bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi 

orang-orang yang tidak melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, 

kecuali dalam jari>mah-jari>mah hudu>d. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu 

Dawud, Nasa’i, dan Baihaqi.13 

 

Berdasarkan keterangan di atas maka tindak pidana pemalsuan uang tidak 

termasuk dalam tindak pidana yang sanksinya diatur dalam al-Quran dan Hadis, 

maka sanksi yang diterapkan pada tindak pidana ini adalah jari>mah ta’zi>r. Di 

dalam Islam tindak pidana pemalsuan uang dapat diketegorikan ke dalam tindak 

pidana penipuan, menurut hukum pidana Islam setiap orang yang memalsukan 

uang negara atau uang-uang asing, atau mengedarkan uang palsu, sedangkan ia 

mengetahuinya bahwa itu dilarang, maka ia dikenakan sanksi penjara hingga 15 

                                                           
13 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulu>ghul Mara>m, (Bandung: Mizan Media Utama, 1998), 519. 
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tahun penjara termasuk membayar denda yang jumlahnya ditetapkan oleh 

qad’i.14 

       Dalam Islam terdapat istilah gharar yaitu ketidakjelasan, tipuan atau 

tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang 

mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada 

atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan 

menyerahkan objek yang disebutkan didalam akad tersebut.15 

       Dalam hukum pidana Islam pembuktian untuk membuktikan tindak pidana 

berupa pengakuan, persaksian, qasa>mah, dan indikasi16: 

a. pengakuan yang langsung dilakukan oleh terdakwa sendiri, dalam putusan 

pengadilan negeri Kediri no. 137/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr terdakwa tindak 

pidana pemalsuan uang di bawah sumpah telah mengakui segala 

perbuatannya yang telah melanggar UU No. 7 tahun 2011 tentang mata 

uang. 

b. persaksian yang dilakukan oleh beberapa saksi dalam hal ini yang berhak 

menjadi saksi tindak pidana pemalsuan uang adalah 2 orang laki-laki yang 

berakal, baliqh, dapat dipercaya. Dalam putusan pengadilan negeri Kediri 

no. 137/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr terdapat beberapa saksi dan saksi ahli yang di 

                                                           
14 Abdurrahman Al- Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 298. 
15 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003),147. 
16  Muhammad Salam Madzkur, Al-Qadla’ Fil Islam terjemah Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: 

Bina Ilmu, 1964), 119. 
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mana para saksi ini bersaksi di bawah sumpah telah mengetahui tindak 

pidana pemalsuan uang yang dilakukan oleh terdakwa. 

c. Qasa>mah (sumpah), sumpah diucapkan oleh terdakwa maupun para saksi 

yang akan mengungkapkan persaksiannya,  

d. Indikasi, dalam hal ini yang di maksud dengan indikasi adalah sesuatu yang 

dapat menguatkan pengakuan serta persaksian para saksi. Dalam hal ini 

yang dapat menjadi indikasi adalah terdapatnya beberapa barang bukti 

seperti bahan dan alat pencetak uang palsu yang dapat menjadi pengikat 

keterangan saksi dan terdakwa pemalsuan uang. 

      Menurut penulis tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam UU No. 

7 tahun 201 tentang mata uang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana 

penipuan karena terdapat unsur gharar di dalamnya. Menurut putusan 

Pengadilan Negeri Kediri nomor 137/Pid.sus/2014/Pn.Kdr terdakwa “C.M” 

telah sengaja dan sadar telah memalsukan uang serta membelanjakannya 

kepada korban “I.B”, berdasarkan keterangan tersebut tindakan terdakwa 

“C.M” tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap korban “I.B. Rasulullah 

telah melarang umatnya untuk mengubah bentuk barang termasuk memalsukan 

uang : 

لَةَْْس رَْكَْْعَنْ ْنَهَيْانِ ههْ لِمِي نَْْبَي نَْْئزَِْْال جَاْال عهم  س  َْْال مه َْْْهِمِْْالد رَاْكا ْكانََْْاِذاَْنِي رِْْوَالد نا

َْ َْْفَاِذاَ,ْسْ ْبَا ْْبهِا كَس رَتْ ْلِكَْْكَذَْْنَتْ ْكا  
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       “Artinya: Sesungguhya Nabi saw telah melarang merusak mata uang yang 

diijinkan beredar diantara kaum muslimin, baik dirham maupun dinar, kecuali 

jika menimbulkan bencana (kerusuhan). Dan jika terjadi demikian (kerusuhan), 

maka mata uang tersebut dirusak.”17 
 
       Maksudnya, Rasulullah saw melarang merusak potongan uang perak dan 

emas, kecuali jika di palsukan. Dan jika kemudian terjadi pemalsuan, maka 

secara otomatis, sebagai sanksinya beliau merusaknya dan menjatuhkan sanksi 

terhadap pemalsunya.  

       Dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri barang-barang yang menjadi 

bukti dari tindak pemalsuan uang dilakukan oleh terdakwa “C.M” dirampas dan 

dimusnahkan oleh pihak pengadilan, perbuatan itu dirasa sudah sesuai dengan 

ajaran Rasulullah saw. Dan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa “C.M” 

menurut hukum pidana Islam adalah ta’zi>rr yang berupa pengasingan, 

pemusnahan serta membayar diyat, karena dalam hal ini tindak pidana yang 

dilakukan termasuk dalam tindak pidana yang berkenaan dengan harta,  hal ini 

berdasarkan pada surah Al-Maidah ayat 33 : 

                                                           
17 Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam…,271. 
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 ْ ْْ  ْ ْ  ْ  ْ ْْ ْْ ْْ

  ْْ ْ   ْ ْ ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْ

ْ ْ  ْْ ْ ْ ْ ْْْْْْ

 

Artinya: “ sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 

Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 

yang dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dibunuh, atau 

di salib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 

dibuang dari negeri mereka. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka 

di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”18 

       Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya 

hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta’zi>r . Diantara jari>mah 

ta’zi>r  yang di kenakan hukuman pengasingan adalah pemalasuan, hal ini pernah 

dilakukan oleh Umar bin Affan yang menjatuhkan hukuman pengasingan dan 

cambuk kepada Mu’an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul mal. 

       Penerapan hukuman ta’zi>rr ini bertujuan untuk pencegahan terhadap orang 

lain yang belum melakukan jari>mah, membuat pelaku merasa jera dan tidak 

                                                           
18 T.M Hasbi Ash Shiddiqi, dkk.,Al-Qur’an dan terjemahannya,( Madinah: Mujamma’ Khadim Al-

Harama, 1441), 164. 
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mengulangi kesalahannya lagi, memberikan pendidikan bahwa apa yang di 

lakukannya merupakan tindakan yang merugikan orang lain serta tindakan yang 

dapat dipidanakan. 

       Penerapan hukuman ta’zi>r pada tindak pidana pemalsuan uang pada putusan 

pengadilann negeri Kediri diarasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana 

Islam, karena ta’zi>r merupakan hukuman yang dijatuhkan dan kadarnya 

ditentukan oleh penguasa negara. Hal ini sesuai dengan putusan pengadilan 

negeri Kediri dalam hal ini hakim memutus perkara sesuai dengan denga 

keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti yang ada.  

 

 

 

 


